LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 TAHUN : 2010 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
b. bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan,

Mengingat

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pel aksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebaga mana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk
Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon
Progo dan Adikarta Daam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan
Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasiona
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dagrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informas Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minima (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instans
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dagerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dagrah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1
Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 3
Seri A);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pel aksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa |aporan
keuangan memuat :

a. Laporan Realisas Anggaran;

b. Neraca

c. Laporan ArusKas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar
laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan redlisas anggaran sebagaimana dimaksud

daam Pasa 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2009
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 596.428.928.201,19
b. Belanja Rp. 577.736.996.100,47
Surplus Rp. 18.691.932.100,72

c. Pembiayaan:
- Penerimaan Rp. 34.141.233.434,54

- Pengeluaran Rp. 7.463.869.820,80
Surplus Rp. 26.677.363.613,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagamana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.21.135.774.742,82 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 575.293.153.458,37
2. Redisas Rp. 596.428.928.201,19
Selisih lebih Rp. 21.135.774.742,82

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sgjumiah
Rp.25.177.409.762,53 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja

setelah perubahan Rp 602.914.405.863,00
2. Redlisas Rp 577.736.996.100,47
Selisih (kurang) Rp 25.177.409.762,53

c. Selish anggaran dengan redisasi surplus/defisit
sgumlah Rp.8.929.320.303,09 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Defisit
setelah perubahan Rp. (27.621.252.404,63)
2. Redlisas Rp. 18.691.932.100,72
Selisih (kurang) Rp. 8.929.320.303,91

d. Selish anggaran dengan redisas penerimaan
pembiayaan sgumlah Rp 1.598.789.396,89 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 35.740.022.831,43
2. Redlisas Rp 34.141.233.434,54
Selisih (kurang) Rp. 1.598.789.396,89

e. Sdish anggaran dengan redisas pengeluaran
pembiayaan sgjumlah Rp. (654.900.606,00) dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah

perubahan Rp 8.118.770.426,80
2. Redisas Rp 7.463.869.820,80
Selisih (kurang) Rp (654.900.606,00)



f. Selish anggaran dengan redlisas pembiayaan netto
segjumlah Rp.(943.888.790,89) dengan rincian sebagai

berikut :
1. Anggaran pembiayaan
Netto setelah perubahan Rp.27.621.252.404,63

2. Redlisas Rp.26.677.363.613,74
Selisih (kurang) Rp. (943.888.790,89)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b per 31 Desember Tahun 2009 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 939.887.809.331,90

b. Jumlah kewajiban Rp. 5.115.002.788,25

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 934.418.413.543,65

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:
a. Saldo kas awalper 1 Januari 2009 Rp. 30.063.178.905,54

b. Aruskasdari aktivitas operasi Rp. 58.434.123.335,72
c. Aruskasdari aktivitasinvestas aset
non-keuangan Rp. (39.742.191.235,00)

d. Aruskasdari aktivitas pembiayaan Rp (3.337.599.405,80)
e. Aruskasdari aktivitasnonanggaran  Rp. (36.041.799,00)
f. Sadokasdi Bendahara

Penerimaan Rp. 14.979.000,00
g. Saldo kasakhir
per 31 Desember 2009 Rp. 45.396.448.801,46
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Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2009
memuat informasi balk secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | . Laporan realisasi anggaran;

b. Lampiranll : Ringkasan  laporan  redlisas
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;

c. Lampiran Il > Rincian laporan realisas
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisas,
pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

d. Lampiran IV . Rekapitulas redlisas anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, dan kegiatan;

e. LampiranV . Rekapitulas redlisas anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungs
daam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

f. Lampiran VI . Daftar piutang daerah;

g. Lampiran VIl . Daftar Penyertaan moda ;



h. Lampiran VIII . Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

i. Lampiran X . Daftar realisas penambahan dan
pengurangan asset lainnya;

j. Lampiran X . Daftar kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

k. Lampiran XI . Daftar dana cadangan daerah;
[.  Lampiran XII . Daftar  pinjaman daerah dan
obligasi daerah;
m. Lampiran XIII . Neraca;
n. Lampiran XIV  : Laporan arus kas; dan
0. Lampiran XV . Catatan atas laporan keuangan.
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI; dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII.

Pasal 9
Bupati menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagal rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
padatangga 7 September 2010
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates
padatanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Caplttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A
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